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Ahok dan DPRD Harus Bekerja Sama

Perseteruan APBD DKI Jakarta 2015 Harus Diakhiri
JAKARTA — Perseteruan antara DPRD dan

dana siluman patut diapresiasi.

Gubernur DK Jakarta Basuki Tjahaja
Purnama (Ahok) terkait Anggaran

Bahkan secara tegas, Pangi me-
ngatakan bahwa Ahok tidak
perlu merasa takut terhadap

: penggunaan hak angket DPRD.
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) e
2015 harus segera diakhiri. kritik langkah Ahok yang tidak

Pengamat politik dari Universi-
tasIndonesia (UI) Maswadime-
lihat, perseteruan yang terjadi
antara Ahok dan DPRD dise-
babkan dua hal. Pertama, Ahok
hanyadidukungpartaikecildan
minoritas di parlemen. Kedua,
sifatAhoksendiriyanghobime-
nyalahkan atau berbicara keras

padaoranglain. memberikan bukti pada MA  penting dan tidak penting
Akibatnya,hubungankedua atas dugaan pelanggaranyang  lamAPBD2015, APBD tersél
lembaga negara inimenjadiku-  dilakukan Ahok. Kemudian, dikembalikan ke Pemprov D

rangharmonisbelakangan.”Pa-

dahal, seharusnyamerekabisa ~ MA danlembagaperadilanini  nyapunya waktu tujuh hari un- -

bekerjasamabukanhanyako-  yangakanmemutuskanapakah tuk memperbaikinya..

munikasi saja, sehingga bisa  Ahokbersalah atau tidak. "Jadi, Dalam proses perbaikan

membuat kebijakan untukrak-  tidak semata-matadenganhak  tersebut, Pemprov DKI Jakarta:

yat,”katanyakemarin. angket maka bisa dilengser- harus berkonsultasidengan Ba-
Melihatkondisiini, Maswadi  kan,”ungkapnya. dan Anggaran (Banggar) DPRD,

menyarankan agar perseteruan
ini segera diakhiri. Jika kedua
belah pihak masih berseteruy,

bukti bersalah barulah dia bisa
dilengserkan. “Perlu proses
panjang dan tidak bisa begitu
saja. Harusadabuktipelanggar-
annya, baru bisa (dilengser-
kan). Dan pembuktiannyajuga
oleh Mahkamah Agung (MA),
bukan DPRD,” paparnya.
Kewenangan DPRD adalah

bukti itu akan ditindaklanjuti

Pengamat politik dan peme-

rintahan dari Universitas Padja-
djaran, Idil Akbar, mengatakan

melakukan koordinasi dengan

DPRD sebelum mencoret dan
memasukkan draf baru APBD

hasil revisi ke Kementerian Da- _

lam Negeri (Kemendagri)
Sementara, Pemprov D

dicairkan. Meski telah dires
oleh Kemendagri bagian ya

Selanjutnya, Pemprov DKl has/

”Pasti DPRD nggak mau ber-
konsultasisoal APBD tersebut,”
kata Kepala Badan Pengelola

tentu akan berdampak pada  bahwa Ahok menang secara  Keuangan Daerah (BPKD) DKI
pembangunandanrakyat. politik karena mampu meme-,  JakartaHeruBudiHartonosaat
TerkaittindakanAhokmela- ngaruhiopinipublikdengancara dihubungikemarin.

porkan adanya dana siluman
Rp12,1 triliun’ke Komisi Pem-
berantasan Korupsi (KPK) ka-
rena orang nomor satu di DKI
Jakarta itu sudah tidak tahan
melihat tingkah laku anggota

membongkar dana siluman. Idil
menilai bahwa angket merupa-
kan hak konstitusional anggota
Dewan. "Tinggal dilihat apakah
segalaprosedurnyasudah sesuai
dan materi yang diangketkan

Sebagai antisipasiketiadaan
anggaran, Heru mengatakan,
pihaknya kemungkinan akan
menggunakan pagu APBD
2014 sebesar Rp29,9 triliun.

Kekisruhan DPRD dengan

DPRD. Ahokmelihatadanyake-  substansial,tandasnya. Pemprov DKImenyebabkan se-

biasaan yang salah dalam me- Idil menambahkan, langkah  jumlah program prioritas tidak

nyusun RAPBDyangkemudian ~ Ahok membongkar dugaan  dapatdilaksanakan.

disahkan menjadi APBD. adanya dana siluman dalam Terkait anggaran siluman
| Disisilain, Ahokjugaingin  APBDDKIJakartapunmenarik Rp12,1 triliununtukpembelian
| mendapat dukungan darirak-  opinipositif masyarakat. ”Lalu, uninterrruptible power supply
| yat. Dengan memberantas  apakah KPKbisamenindakla- (UPS), pelatihan guru, peng-

praktik korupsi, maka Ahok
akanmendapatkanrespons po-
sitif darimasyarakat. "Diaingin
bongkaritu,” tegasnya.
Maswadi juga menyatakan,
pelengseran Ahokbisasajadila-
kukan jika memenuhi persya-
ratan. Artinya, jika Ahok ter-

Sub Bagian Humas

porananggaranyangbelum ter-

 laksana dan dianggap berpo-

tensi akan merugikan negara,”
ujarnya.

Peneliti politik IndoStrategi
Pangi Syarwi Chaniago berpan-
dangan, langkah Ahok yang
membongkar adanya dugaan

adaan buku trilogi Ahok, dan
sebagainyasudahdilaporkanke
KPK. Berdasarkan data 2014,
penyelidikan mengarah ke Ja-

karta Baratlantaran hampir se- -

luruh sekolah negeri menggu-
nakan UPS yang asas manfaat-

, nyatidakdapatdipertanggung-
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Sub Bagian Humas

jawabkan. Terlebih, harganya
mencapai Rpf miliarper unit.

Padahal, harga UPS hanya
sekitar Rp1,7 miliar. "Jadi, mo-
dusnyaini oknum DPRD beker-
ja sama dengan oknum SKPD
bagiansaranaprasarana, kemu-
dian membuat PT yang dima-
sukkan dalam ULP DKI. Kami
juga belum tahu kenapa PT-PT
tersebut dapat masuk dalam
ULB ungkapnya.

Wakil Ketua Panitia Hak
Angket yang juga Juru Bicara
Panitia Hak Angket Inggard
Joshua menegaskan, pihaknya
sangat senang dengan langkah
Ahok melaporkan temuan-te-
muan yang diduga merupakan
penyelewengan anggaran. Apa-
bila ada oknum DPRD yang di-
proses atas temuan tersebut,
bukan berarti halitu dilakukan
semua anggota dewan. "Ttu kan
hak orang maumelaporkanjika
menemukan kebenaran. Sila-
kan saja, buka semua temuan
yang dianggap benar termasuk
anggaran siluman Rp12,1 tri-
liun,” tegasnya.

Joshua menegaskan, peng-
gunaan hak angket bermaksud
ingin membuktikan kebenaran
perihal APBD 2015 yang diang-
gap telah menyalahi aturanlan-
taran bukan hasil paripurna
yang diserahkan ke Kemenda-
gri. Dia mengungkapkan, hari
ini SK Panitia Hak Angket di-
sahkan. Anggota akan bekerja
mulai dari pengumpulan doku-
men, memanggil pihak terkait,
hingga menemukanhasil, "Hak
angket ini untuk membuktikan
apakah dewan yang salah atau
pemprov. Jadi, kami juga sepa-
kat urituk mencari kebenaran
demi kelangsungan pemba-
ngunandiJakarta,”ungkapnya.
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